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Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tentang Penunjukan Pejabat Penjual

Dalam Penghapusan Barang Milik Negara Eks Logistik Pemilu Dan Pemilihan Di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang Hari

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang digunakan dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya dikategorikan barang
habis pakai; bahwa barang milik negara yang masih memiliki nilai
ekonomis harus dijual secara lelang melalui kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang setempat karena biaya operasional
pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penunjukan Pejabat Penjual
Barang Milik Negara berupa eks Logistik Pemilu dan Pemilihan Pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi ini adalah : Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 175/PMK.06/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.07/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Penunjukan Pejabat

Penjual Dalam Penghapusan Barang Milik Negara Eks Logistik Pemilu



Dan Pemilihan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29
Desember 2021.

Lampiran 5 halaman.



